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KEPALA DESA AMPEL

PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2021-2027

KEPALA DESA AMPEL

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanankan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan
pembangunan desa sesual dengan kewenangan Desa dengan mengacu
pada perencanaan pembangunan Kabupaten;

b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang
Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Desa
perlu menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa sesuai
dengan Visi dan Misi Kepala Desa; dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa Tahun 2021-2027.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104);

2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 2091);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2094);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan
Permusaywaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 89);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);
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9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018
Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
611);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan
dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1261);

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum
Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1262);

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan
dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1633);

17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan
Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 961);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa
(Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 7);

19. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman

Peraturan Di Desa Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember

Tahun 2018 Nomor 17);

Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2018 tentang Daftar

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal

Berskala Desa Di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember

Tahun 2018 Nomor 40);

21. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember (Berita Daerah
Kabupaten Jember Tahun 2020 Nomor 14);

20

-

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa pembahasan dan penyepakatan Rancangan RPJM Desa
pada tanggal 25 Maret 2022 yang bertempat di Balal Desa Ampel Kecamatan
Wuluhan Kabupaten Jember

Dengan kesepakatan bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENEGAH
DESA TAHUN 2021-2027.
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BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yangdiakui
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan.

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Kepala Desa adalah Kepala Desa Ampel

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah

lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya

merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah
dan ditetapkan secara demokratis.

6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan
oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

8. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa,
dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
atau perolehan hak lainnya yang sah.

9, Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan
kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

10. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama
pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan
fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

11. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan
meningkatkanpengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan,
kesadaran,serta memanfaatkan sumberdaya melalul penetapan kebijakan,
program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi
masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah

musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan
unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan
Desa untuk menyepakati halyang bersifat strategis.

13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut
dengan Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang
dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa
dan kelurahan (pihak berkepentingan untukmengatasi permasalahan dan
pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
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Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disebut dengan
Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forummusyawarah
stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas
kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatanlintas Desa diwilayah
Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut
dengan RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk
jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa,
rencana  penyelenggaraan  pemerintahan  Desa,  pelaksanaan
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan
masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut dengan
RKPDesa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1
tahun yang memuat rencana penyelenggaraan PemerintahanDesa,
pelaksanaan  pembangunan, pembinaan  kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat Desa.

Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang
ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam,
maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara
lain, keadilan gender, pelindungan terhadap anak, pemberdayaan
keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan
marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat
guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta
kearifan lokal.

SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan
pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan,
verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif
kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa
yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa,
masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai
bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan
Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan
kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.

Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan
data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan
secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan
perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan
menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan
efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis
Pembangunan Desa.

Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat
kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampal dengan
tahun 2030.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut dengan
APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang
dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
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23, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan
belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan
masyarakat.

24. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut dengan ADD adalah dana
perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi
Khusus.

25. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang
meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya
manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, sertaper kembangan
kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.

26. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang
berisikan cita- cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat
pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.

27. Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus
dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan berhasil
dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat
terwujud secara efektif dan efisien.

BAB 11
ASAS PENYUSUNAN
Pasal 2
RPIM Desa disusun berdasarkan keterbukaan akses informasi, partisipatif
dengan melibatkan State Holder dan tokoh-tokoh masyarakat Desa.

BAB III
SISTEMATIKA PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Pasal 3
1) RPIM Desa Tahun 2021-2027 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

LEMBAR PENGESAHAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPIRAN
BABI  PENDAHULUAN
1.1. Latar belakang
1.2. Maksud dan Tujuan
1.3. Dasar Hukum
1.4. Tahapan Penyusunan RPJM Desa

BABII. PROFIL DESA

1.1. Kondisi Umum Desa
1.1.1. Sejarah Desa
1.1.2. Kondisi Geografis Desa
1.1.3. Kondisi Sosial Budaya Desa
1.1.4. Kondisi Ekonomi Desa
1.1.5. Kondisi Infrastruktur Desa

1.2, Kondisi Pemerintahan Desa
1.2.1. Pembagian Wilayah Desa
1.2.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa
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BAB III.  VISI DAN MISI
1.1. Visi
1.2, Misi
1.3. Nilal-nilai

BAB IV. RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA
1.1. Masalah
1.2. Potensi

BABV. ARAH KEBDDAKAN PEMBANGUNAN
1.1, Arah Kebijakan Pembangunan Desa
1.2. Arah Kebijakan Keuangan Desa

BAB VI. PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
1.1. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
1.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
1.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
1.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
1.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan
Darurat Lainnya

BAB VI. PENUTUP
1.1. Kesimpulan
1.2. Saran-Saran

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. SK Tim Penyusun RPJM Desa

2. Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk
ke Desa

3. Laporan Pemetaan Aset

Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD) yang diselaraskan

dengan hasil Pendataan SDGs Desa

Gambar Peta Sosial Desa dan Pohon Masalah

Kalender Musim

Daftar Masalah dan Potensi dari Kalender Musim

Daftar Masalah dan Potensi Sketsa Desa

Daftar Masalah Dan Potensi Dari Bagan Kelembagaan

10. Daftar Inventarisir Potensi

11. Daftar Inventarisir Masalah

12. Penentuan Tindakan Masalah

13. Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah

14. Penentuan Peringkat Tindakan

15. Daftar Gagasan Dusun/Kelompok

16. Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa

17. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

18. Berita Acara Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan
Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan
Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)

19. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Musyawarah Desa tentang
Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang
Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)

20. Notulen Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa,
Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan
Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
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21. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ampel tentang
Kesepakatan Rancangan Perdes tentang RPJM Desa

22. Peta Desa

23. Foto Kegiatan/Foto Desa (Pengkajian Keadaan Desa (PKD),
Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah
Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa,
Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan
Rancangan RPJM Desa)

2) Penjabaran sistematika RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4
RPIM Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 merupakan landasan dan
pedoman bagi pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam
pelaksanaan pembangunan desa selama 6 (enam) tahun serta dalam
menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun.

Pasal 5
Berdasarkan Peraturan Desa ini disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa yang
merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Desa.
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
1) Rencana kegiatan pada RPJM Desa dapat diadakan perubahan apabila
terjadi bencana alam dan/atau keadaan darurat lainnya, dengan
menyusun perubahan RPJMDesa yang ditungakan dalam Peraturan Desa.
2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai
teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 7
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkanmengundangkan Peraturan
Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di Desa Ampel

Diundangkan di : Desa Ampel

Pada Tanggal : Januari 2022
SEKRETARIS DESA AMPEL
MUHLISON, S.Pd

LEMBARAN DESA AMPEL NOMOR : TAHUN 2022
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BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
Nomor : TAHUN 2022

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA AMPEL

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
RPIM DESA TAHUN 2021-2027

Pada hari ini Jum‘at tanggal 25 bulan Maret tahun 2022 kami yang bertanda tangan dibawah ini

1. H.SHOLEH . Kepala Desa Ampel dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Pemerintah Desa Ampel selanjutnya disebut sebagai PIHAK
KESATU

2. MULYADI, S.Pd : Ketua BPD Desa Ampel dalam hal ini bertindak untuk dan atas

nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ampel
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPIJM Desa) 2021-2027 yang diajukan PIHAK KESATU

2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 2021-2027 sesuai dengan peraturan
perundang — undangan yang beriaku.

3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 2021-2027 menjadi Peraturan Desa apabila
semua proses telah selesai.

4, PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Wuluhan untuk mendapatkan evaluasi
selambat — lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda-tanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ampel, Maret 2022
Mengetahui,
-~~~ Ketua BPD,

! _\_-_;*‘f"‘

& Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

BAB II

PROFIL DESA

1.1 Kondisi Umum Desa

1.1.1. Sejarah Desa

1.1.2. Kondisi Geografis Desa
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Luas wilayah dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

I.ol.lﬂ-.l

|
No Uraian i
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1.1.3.Kondisi Sosial Budaya Desa
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1.1.4 Kondisi Ekonomi Desa
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1.2 Kondisi Pemerintahan Desa

1.2.2. Pembagian Wilayah Desa
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VIS DAN MIS]
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2, Meningkatkan Pelgyanan Pemenuhan Hak hak Dasar Rakyat.

J. Pembangunan Infrastrakiur Desar.
4. Melestarikan dan menambuhkembang Budaya Lokal

Kebijakan pembangunan merupakan pedoman dalam melaksanakan program
dan kegiatan pembangunan Desa selama periode 6 Tahun

Misi pertama : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik.
Arah Kebijakan Pembangunan untuk mencapai misi ini antara lain ;

Tujuan

Sasaran

1.Terwujudnyapeningkatan

KualitasPenyelenggaraan Pelayanan

Publik Berbasis Online

2. Peningkatan Pelayanan
Kependudukan Dan Pencatatan
Sipil Dengan Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan.

3. Optimalisasi Pengelolaan
KeuanganDesa secara transparan

dan akuntabel berbasis IT.

4. Pengembangan sistem pelaporan

1. Meningkatkan Pelayanan
Kepada Masyarakat yang cepat
dan tepat

Meningkatnya  pelayanan
yang transparan, cepat dan

3. Meningkatnya kualitas
pengelolaan keuangan desa.

4, Terwujudnya Pemerintahan
bersih dan bebas KKN. J
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'k'inéltja Pemerintah Desa secara
transparan yang terintegrasi,
kredibel dan dapat diakses oleh
Publik serta penguatan partisipasi
masyarakat dalam rangka
pengawasan terhadap
Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa.

5. Peningkatan Operasional

Pemerintah Desa

6. Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya dan Disiplin Aparatur

Pemerintah Desa.

7. Peningkatan dan Pengelolaan
Aset

Desa.

8. Pengembangan data dan
informasi

Desa berbasis Digital.

9. Pengembangan Kearsipan Desa
berbasis Digital.

10. Peningkatan Kualitas Proses
Perencanaan Desa berbasis
Digital.

11. Pembentukan Kader Digital
(Kader IT) dan Komunitas Digital.

5. Meningkatnya akuntabilitas

kinerja Pemerintahan Desa.

6. Meningkatkan Desa Digital
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KABUPATEN JEMBER
KEPUTUSAN KEPALA DESA AMPEL
Nomor: 188/  /35.00.11.02/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM

PENYUS ; y
DESA AMPEL KEG UN RPJM DESA TAHUN 2021-2027

AMATAN WULUHAN KABUPATEN JEMBER

KEPALA DESA AMPEL

bahwa perencanaan pembangunan Desa merupakan satu kesatuan

dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam

jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek;

b. bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam pelaksanaan kegiatan
pembangunan Desa guna mewujudkan visi dan misi Desa Ampel, maka
perlu disusun rencana pembangunan Desa dalam jangka menengah
yang menjadi acuan arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai
dalam waktu 6 (enam) tahun mendatang; dan

C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b

tersebut diatas, maka periu dibentuk Tim Penyusun RPJM Desa Ampel

yang bertugas untuk menyusun dokumen RPIM Desa Tahun 2021-2027.

Menimbang T a.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104);

2. Undang — Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
57);

5. Pezaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang
Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2091);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 2094);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan
Permusaywaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 89);
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Memperhatikan

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 611);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1203);

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum
Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1262);

15, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 961);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa
(Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 7);

18. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman
Peraturan Di Desa Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember
Tahun 2018 Nomor 17);

19. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2018 tentang Daftar
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal
Berskala Desa Di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember
Tahun 2018 Nomor 40);

20. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember (Berita Daerah
Kabupaten Jember Tahun 2020 Nomor 14);

Hasil Musyawarah Desa Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa Tahun 2021-
2027 pada Tanggal, 03 Maret 2022 yang bertempat di Balai Desa Ampel
Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember
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MEMUTUSKAN
Menetapkan -
Pertama ¢ Keputusan Kepala Desa Ampel tentang Pembentukan Tim Penyusun RPIM
Desa Ampel Tahun 2021-2027 (Daftar Tim Penyusun RPIM DesaTahun 2021~
2027 terampl).

Kedua ¢ Menugaskan kepada Tim Penyusun RPIM Desa sebagaimana dimaksud pada

DIKTUM PERTAMA untuk:

1. Melaksanakan proses penyusunan RPIM Desa sesual prosedur yang telah
ditetapkan  dalam Peraturan Menterl Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman
Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

Jangka Waktu penyusunan RPJM Desa selama 1-3 bulan sejak
ditetapkannya Tim Penyusun RPJM Desa Tahun 2021-2027

| =]

3. Melaporkan Rancangan RPJM Desa Tahun 2021-2027 pada BPD untuk
dimusyawarahkan dalam Forum Musyawarah Desa dan kemudian untuk
dibuatkan Peraturan Desa

Ketiga ¢ Segala blaya yang berkenaan dengan Penyusunan Dokumen RPJM Desa
Tahun 2021-2027 dibebankan pada APB Desa dan Swadaya Desa.
Keempat :  Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Keputusan ini dibuat sebagalmana mestinya dan apabila ada perubahan akan
diatur dalam surat keputusan kepala Desa berikutnya.

Ditetapkan di : Desa Ampel
Pada tanggal : Januari 2022
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LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Ampel
Tanggal : Februari 2022
Nomor . Tahun 2022

TIM PENYUSUN RPJM DESA
DESA AMPEL KECAMATAN WULUHAN KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2021-2027

' NO NAMA JABATAN UNSUR
1. | H.SHOLEH Pembina Kepala Desa
2. MUHLISON, S.Pd Ketua Sekretaris Desa
3. SUPRIYANTO Sekretaris LPM

TL PURNOMO Anggota Tokoh Masyarakat

5. | HARTONO Anggota Tokoh Masyarakat
6. M. YUNUS ZA Anggota Tokoh Masyarakat
7. | SUPARDI Anggota Tokoh Masyarakat
8. | SUTIKNO Anggota Tokoh Masyarakat
9. | ZAINUL Anggota Tokoh Masyarakat
10. | SUTOMO Anggota Tokoh Masyarakat
11. | BADARUDIN Anggota Tokoh Masyarakat

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

LR

SURAT KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA AMPEL

Nomor : TAHUN 2022

TENTANG
KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA (RPJM DESA) TAHUN 2021-2027
DESA AMPEL KECAMATAN WULUHAN KABUPATEN JEMBER

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun
2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa, maka perlu Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan
wewenang dan fungsinya untuk membahas Rancangan Peraturan Desa;

b. bahwa Kepala Desa Ampel Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember
Mengajukan Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 2021-2027; dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa
tentang kesepakatan terhadap Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPIJM Desa) 2021-2027.

Mengingat : 1, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104);

2. Undang — Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 2091);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2094);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan
Permusaywaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 89);
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8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018
Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
611);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan
dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1261);

15.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum
Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1262);

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan
dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1633);

17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan
Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 961);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa
(Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 7);

19. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman
Peraturan Di Desa Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember
Tahun 2018 Nomor 17);

20. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2018 tentang Daftar
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal
Berskala Desa Di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember
Tahun 2018 Nomor 40);

21, Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember (Berita Daerah
Kabupaten Jember Tahun 2020 Nomor 14);

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ampel
pembahasan dan penyepakatan Rancangan RPJM Desa pada tanggal 25 Maret

Jzoz%;;ang bertempat di Pendopo Desa Ampel Kecamatan Wuluhan Kabupaten
ember
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MEMUTUSKAN

Menetapkan -

KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 2021-2027 untuk ditetapkan menjadi
Peraturan Desa

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya
Ditetapkan di : Desa Ampel
Pada tanggal : Maret 2022

KETUA BPD DESA AMPEL,

-‘h
{405 BUVADL S.Pd.1 ADI
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BERITA ACARA

MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RPJM DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah Desa, di Desa Ampel Kecamatan Wuluhan

Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur dalam rangka Pembahasan dan Penyepakatan RPJM
Desa,maka pada hari ini;

Hari dan Tanggal : Maret 2022
Jam : 08.30 wiB
Tempat : Pendopo Balai Desa Ampel

telah diadakan kegiatan 'kegiatan musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan
RPIM DESB. » Yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta
unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam
membghlash kegiatan musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan RPIM
Desaadalah:

A, Materi
1. Pembahasan RPJM Desa; dan
2. Penyepakatan RPJM Desa.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber
Pemimpin Musyawarah : MUHLISON, S.Pd dari Sekretaris Desa Ampel
Notulen : AMI ZAMZAMI dari Staff Desa Ampel
Narasumber : 1. H. SHOLEH dari Kepala Desa Ampel
2. MULYAD], S.Pd dari Ketua BPD Desa Ampel
3. MUHIM NOVITA dari Pendamping Desa
4, Ust. BADARUDIN dari Tokoh Masyarakat
5. PURNOMO dari Tokoh Pemuda

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta
musyawarah Desamenyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan
akhir dari musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan RPJM Desayaitu :

1. Program/Kegiatan Prioritas Alokasi Dana APBDes tahun 2021

2. Program/Kegiatan Prioritas Alokasi Dana APBD Kabupaten Jember tahun 2021
3. Program/Kegiatan Prioritas Alokasi Dana APBD Provinsi tahun 2021

4. Program/Kegiatan Prioritas Alokasi Dana APBN (Pusat) tahun 2021

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa Ampel, Maret 2022
' Ketua BPD
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BERITA ACARA

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembahasan dan penyepakatan Rancangan RPIJM
Desa, di Desa Ampel Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur dalam rangka
Penyusunan RPIJM Desa,maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal Maret 2022
Jam : 08.00 WIB
Tempat : Pendopo Balai Desa Ampel

telah diadakan kegiatan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (musrenbang
Desa), yang telah dihadiri oleh wakil-wakil dusun/kelompok (delegasi) dan tokoh masyarakat,
serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dannarasumber dalam
membahas kegiatanmusrenbang Desa adalah:

A. Materi
1. Penyampaian Visi Misi Kepala Desa;
2. Penyampaian Pokok-pokok Pikiran BPD;
3. Pembahasan Rancangan RPIM Desa;
4. Pemeringkatan prioritas kegiatan perbidang;
5. Penyepakatan Rancangan RPJM Desa dan

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber :

Pemimpin Musyawarah : MUHLISON, S.Pd dari Sekretaris Desa Ampel
Notulen : AMI ZAMZAMI dari Staff Desa Ampel
Narasumber : 1. H. SHOLEH dari Kepala Desa Ampel
2. MULYAD], S.p dari Kepala BPD Desa Ampel
3. MUHIM NOVITA dari Pendamping Desa
4. Ust. BADARUDDIN dari Tokoh Masyarakat
5. PURNOMO dari Tokoh Pemuda

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta
musyawarah menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir
dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa yaitu :

1. Menyepakati Rancangan RPIJMDesa

2. Penetapan Rancangan RPJMDesa

Fi  ceccecssimessarssasevassesasstsasatss mmsmsss o s RPN ASSESRIRS SO SRR SISO SRS

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa Ampel, Maret 2022
Pimpinan Musyawarah

Mengetahui dan Menyetujui,

Wakil Masyarakat Tanda Tangan

ZAINUL..
SUPARDI
SUPRIYANTO
HARTONO
SUTIKNO

MAWN e
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DRAFT TATA TERTIB

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
DESA AMPEL KECAMATAN WULUHAN
KABUPATEN JEMBER

Pasal 1
Ketentuan Umum

Yang dmaksud musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) Desa dalam tata
tertib ini adalah Forum di tingkat Desa yang berfungsi untuk membahas dan menyepakati
Rancangan RPIJM Desa yang disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa.

Memilih serta memutuskan dan menetapkan peringkat usulan kegiatan dari masing-masing
Dusun sesuai dengan bidang kegiatanpembangunan selama 6 (enam) tahun serta
keputusan lzin dalam mendukung suksesnya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
di Desza Ampel

Pasal 2
Kedudukan

Forum musyawareh perencanaan pembangunan (musrenbang) Desa merupzkan Forum di
tingkat Desa dalam proses mengambil keputusan terkait perencanaan dan/atau pelaksanaan
pembangunan di Desa Ampel dalam kurun waktu 6 (enam) tahun dengan memperhatikan
perundang-undangan yang beriaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1)

2)

3)

4)

1)

2)

Pasal 3
Peserta Forum Musyawareh

Yang berhak menghadiri forum musyawarsh perencanaan pembangunan (musrenbang)
Desz Ampel Adalzh perwakilan masing-masing Dusun, peninjau, undangan,dan masyarakat
Desa Ampel

PerwakilanDusun sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sebanyak sebanyak 7 (tujuh)
orang setiap Dusun yang mewakili unsur:

2) kepala Dusun;

b) ketua RT/RW;

c) tokoh masyarakat;

d) perwakilan kelompok masyarakat;

e) perwzkilan masyarakat miskin; dan/atau

f) perwakilan perempuan.

PerwakilanDusun sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) wajib memperhatikan
keterwakilan perempuan minimal 30% (tiga puluh persen)

Pesertz peninjau sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

2) Camat Wuluhan

b) tenaga Pendamping Profesional;

¢) bintara pembina Desa; dan/atau

d) bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat.

Undangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah peserta yang sengaja
diundang oleh pemerintzh Desa

Pasal 4
Panitia

Panitia musrenbang Desa adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah Desa yang
berwenang dalam pelaksanaan musrenbang Desauntuk menyiapkan segala sesuatu untuk

keperiuan musrenbang Desa.
Panitia musrenbang Desa terdiri dari perangkat Desa dan/atau unsur LPMD Desa Ampel

yang ditunjuk.
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Pasal 5
Keputusan Musyawarah

1) Segala keputusan Musyawarah ditandatangani oleh Pimpinan Musyawarah dan perwakilan
peserta musrenbang Desa serta disahkan oleh Kepala Desa.

Keputusan Musyawarah berlaku ditetapkan sampai dengan adanya keputusan baru sebagai
penagaanti dalam forum setingkat atau sama dengan musrenbang Desa.
Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan musrenbang Desa, dokumen
rancangan RPIM Desa hasil dari musrenbang Desadisampaikan kepada BPD untuk dijadikan
acuan pelaksanaan musyawarah Desa pembahasan dan penyepakatan RPJM Desa

"
—

)
—

Pasal 6
Ketentuan Penutup

Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan diatur kemudian, selama tidak
- bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan
| Republik Indonesia.
|

Demikian Tata Tertib musrenbang Desa Ampel dibuat dan ditetapkan untuk dapat dilaksanakan
sebagaimana mestinya.

= Ditetapkan di : Desa Ampel
0 Pada Tanggal : Maret 2022
Pimpinan Musyawarah

MUHLISON, S.Pd
Mengetahui dan Menyetujui
Wakil Masyarakat | Tanda Tangan
1. Zaenul. Yo cimnniiicisisisees
2. Supardi y SO
3. Supriyanto . ST ——
4. Hartono C ——
5. Sutikno B susiinmivsiiirsssiins
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PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

KECAMATAN WULUHAN
=S DESA AMPEL
Jalan Puger Nomor : 280 Telepon (0336) 621526
Nomor : 005/ /35.09.11.02/2022 Kepada,
Sifat : Penting Yth. Bapak/Ibu.......cccovvveenunnn.
Lampiran - Di-
Perihal : Undangan TEMPAT

Assalamu ‘alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami mengharap dengan hormat atas kehadiran Bapak/Ibw/Saudara

Besok Pada ;

Hari : Rabu Malam Kamis
Tanggal :19 Januari 2022

Pukul : 19.00 WIB (Jam 7 Malam)

Tempat :Pendopo Balai Kasun Kepel
Acara : Musyawarah Tilik Dusun

Demikian Undangan ini kami sampaikan, dan atas kehadiranya kami sampaikan
banyak terima kasih

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

.. Ampel, 18 Januari 2022
7" Repala Desa Ampel
| AV

Hemes

A \l '.‘-‘. .!
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DAFTAR HADIR
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A
CAMATAN
gUPATEN
OVINSI

BUKU DATA ASPIRASI MASYARAKAT
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

: AMPEL

: WULUHAN

: JEMBER

: JAWA TIMUR

—

p. | Hari/Tanggal

Nama/Lembaga Pihak
Penyampai Aspirasi

Aspirasi Yang
Disampaikan

Mendukung
SDGs Desa
Ke-

Tindak Lanjut

1 | 18-01-2022

H. SHOLEH / Kepala
Desa Ampel

. Pembangunan

Gedung Olah Raga

. Pembangunan Pasar

Desa

. Pengadaan Mobil

Siaga Desa

. Pembangunan

Gapura Pembatas
Desa

. Rehab Pendopo dan

Kantor Desa

6. Program RTLH
7. Sertifikasi Tanah

10

11

12.

13.
14'

15.

16.

17.

Kas Desa

. Pengadaan

Lumbung Pangan

. Pengadaan

Komputer Di Setiap
Balai Kasun

. Meningkatkan

Pembinaan UMKM
Melalui Bumdes
Program Desa
Digital
Peningkatan
Kegiatan
Keagamaan
Rehab Musholla
Desa Ampel
Meningkatkan
Kegiatan Gotong
Royong
Melestarikan
Budaya Luhur
Nenek Moyang
Rehab 4 Kantor
Balai Kasun
Pembangunan
Jogging Track
Dilapangan Desa
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19-01-2022

MULYADI, S.Pd /
Ketua BPD Desa
Ampel

1. Peningkatan
Kerjasama BPD
dan Pemerintah
Desa Demi
Kemajuan Dan
Kesejahteraan
Masyarakat Desa
Ampel

2. Meningkatkan
disiplin pekerjaan
dalam melayani
masyarakat

3. Memperbanyak
Kegiatan
Keagamaan yang
melibatkan
Pemerintah Desa
dan Masyarakat,
agar senantiasa
terjalin hubungan
yang Harmonis
antara Perangkat
Desa dan
Masyarakat

20-01-2022

MUHIM NOVITA

1. Pembinaan kepada
Pemuda desa, agar

tercipta generasi-

generasi produktif

di masa depan

2. Menciptakan
peluang usaha
bagi pemuda
pengangguran,
melalui Bumdes

3. Memprioritaskan
kebijakan

pembangunan baik

fisik maupun
mental demi
kemajuan dan
kemakmuran
masyarakat

21-01-2022

JOKO PRASETYO /
BABINSA

1. Menjaga serta
selalu menciptakan

stabilitas
keamanan,
kerukunan dan
kenyamanan
dalam
bermasyarakat

2. Upaya

mengaktifkan
kembali
Poskampling
(Ronda) baik dari
Pemerintah Desa
maupun
Masyarakat
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21-01-2022

Ust. BADARUDDIN /
Tokoh Masyarakat

1. PHBI Supaya
menjadi agenda

2. Selalu
menciptakan
kerukunan antar
warga masyarakat

3. Membuat forum
Ulama’/Tokoh
Agama/Tokoh
masyarakat yang
di fasilitasi oleh
Pemerintah Desa

4, Agenda kegiataan
keagamaan
bulanan ditiap
Dusun atau
berpusat Di desa
yang di Pandegani
oleh Pemerintah
Desa

Mengetahui,
- Ketua BPD

\ -

Ampel,

Januari 2022

Sekretaris BPD
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DAFTAR USULAN MASYARAKAT
PERENCANAAN DESA PENYUSUNAN RPJM DESA
MENDUKUNG CAPAIAN SDGs DESA

A : AMPEL
ﬂMATAN : WULUHAN
{GUPATEN : JEMBER

(OVINSI : JAWA TIMUR Dusun : Pomo
/.-—‘
Nama / Lembaga / Kel Mendukung SDGs I
\0. J’Ungsa:ur ERNIpOK Alamat Desa lgc- Aspirasi Masyarakat
' : | RT.001/RW.017 Dusun Bantuan Anggaran
| | PakSumati/Masy b Pomo Bembinaan Kesenian
= Membentuk Tim
. | Moh. Thoyib / Perangkat validasi data penerima
* | Desa R Foro Bansos agar tepat
sasaran
~ | Abu Sofyan Aly/ Tokoh Perbaikan/Pembangunan
4 | Masyarakat RT.00URW.015 saluran air (Dam/Jlik)
Pembinaan UMKM
4 | Ust. Musliman RT.004/RW.018 (Ternak Ikan dan
Budidaya Jamur)
Pembangunan Kantor
5 | Yulianto/Tokoh Pemuda RT.003/RW.018 Balai Kasun Dusun
Pomo
Ampel, 2022

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

=

(MUHLISON, S.Pd)

& Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

DAFTAR USULAN MASYARAKAT
PERENCANAAN DESA PENYUSUNAN RPJM DESA
MENDUKUNG CAPAIAN SDGs DESA

A : AMPEL
JMATAN - WULUHAN
JPATEN  : JEMBER
NINSI : JAWA TIMUR Dusun : Kepel
1T Nama/Lembaga/ Mendukung SDGs .
N Kelompok / Unsur Alamat Desa Ke- Aspirasi Masyarakat
ilak ftaran
M. CHASAN BASORI | Dusun Kepel . i e"f:ngkap
" - (PTSL)
TIM PKK Dusun Kepel Pengadaan Bank Sampah
,L_ Untuk Masyarakat
Rindiyanti Dusun Kepel gc?gagam IlI{.,a;;ﬂpl.l PJU Dari
je. T alai Desa Kebarat
. | TIM Posyandu Dusun Kepel Posyandu gg:a Anggaran Dari
Anggaran
: Segera
Ust. Arifin Dusun Kepel Membuat/Menyediakan Alat
o Untuk Memandikan Jenazah
: . RT.001/RW.021 Pemasangan Pavin
. Rid £ g
 § oy, i RT.003/RW.021
Arifin [lham Dusun Kepel PMeani:::%u]ngnusun Kepgapum
t | Mumut Tukinun RT.001/RW.024 SBor_lgka: Sekolahan Di Pasar
arip
) | Sholehan Rosd Pengadaan PJU Di Balai
y RT.003/RW.021 Desa Ampel Ke Barat
M Pemasangan Jalan Paving
0 -+ Siyono RT.003/RW.022 Di Musholla Al Barokah
RT.003/RW.022
| | SURAJ RT. Pembangunan Jalan Aspal
BT Di Poros RW.019
» | ABUL NANANG O. Pemasangan Jalan Paving
Q| RIOB/RWES Di Jalan Pak Purwadi
Penambahan Data
3 | NANANG QOSIM RT.003/RW.025 Penerima BANSOS Di
Dusun Kepel Khusunya
4
5
6
1
8
Ampel, 2022

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

=

(MUHLISON, S.Pd)
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Foto Kegiatan Musyawarah Tilik Dusun
Di Dusun Pomo Desa Ampel
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Foto Kegiatan Musyawarah Tilik Dusun
Di Dusun Kepel Desa Ampel

& Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Foto Kegiatan Musyawarah Tilik Dusun
Di Dusun Krajan Desa Ampel
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Foto Kegiatan Musyawarah Tilik Dusun
Di Dusun Sambiringik Desa Ampel
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Kalender Musim Desa Ampel
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Diagram Vemn Desa Ame
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